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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987 

 

1. Konsonan  

No Arab Latin No Arab Latin 

 Tidak ا  1

dilambangkan 

 T ط 16

 Ẓ ظ B 17 ب  2

 ‘ ع T 18 ت  3

 G غ Ṡ 19 ث  4

 F ف J 20 ج  5

 Q ق Ḥ 21 ح  6

 K ك Kh 22 خ  7

 L ل D 23 د  8

 M م Ż 24 ذ  9

 N ن R 25 ر  10

 W و Z 26 ز  11

 H ه S 27 س  12

 ’ ء Sy 28 ش  13

 Y ي Ṣ 29 ص  14

    Ḍ ض  15
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2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fathah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya 

gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf  

 Fathah dan ya Ai يَ 

 Fathah dan wau Au وَ 
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Contoh: 

kaifa  :  كيف 

     haula   : هول 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda  

 Fathah dan ya Ā  ا َ/ي

 Fathah dan wau Ī يَ 

 Dammah dan يَ 

wau 

Ū 

 

Contoh: 

  qāla        : ََقاَل 

       ramā      : رَمَى 

       qīla      : ََقِيْل 

     yaqūlu    : َُيَ قُوْل 
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4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta Marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, 

kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu 

ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 

raudah al-atfal/raudatul atfal   : َْرَوْضَةَُاْلَاطْفَال 

al-madinah al-munawwarah/ : ََُنَ وَّرة
ُ

دِيْ نَةَُالم
َ

 الم

  al-madinatul munawwarah 

talhah  :                               َُطلَْحَة     
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Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa 

tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan 

nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. 

Contoh: Hamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Misr, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan 

Tasawuf. 
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ABSTRAK 

Nama : Miftahul  Fitri 

NIM  : 160602162 

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah 

Judul : Analisis Penerapan Akad Mukhabarah Pada 

   Petani Kampung Tingkem Kecamatan Bukit 

   Kabupaten Bener Meriah 

Pembimbing I :  Fitriady,Lc.,MA 

Pembimbing II  :  Junia Farma,M.Ag 

 

Mukhabarah adalah suatu akad dalam bidang pertanian antara 

pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan akan 

menyerahkan sebidang tanah kepada penggarap yang bersedia 

untuk menyediakan bibit dan mengelola lahan yang hasilnya akan 

dibagi sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui permasalahan mengenai bagaimana mekanisme 

penerapan akad kerja sama pengelolaan lahan pertanian yang 

berlaku di masyarakat Kampung Tingkem, dan bagaimana 

pandangan ekonomi Islam terhadap praktik kerja sama pengelolaan 

lahan pertanian menurut konsep mukhabarah. Skripsi ini 

menggunakan metode deskriptif  kualitatif. Adapun sumber data 

dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Hasil 

penelitian yang dilakukan masyarakat Kampung Tingkem adalah 

sistem kerja sama dengan akad mukhabarah, dalam praktiknya 

kerja sama yang dilakukan menurut kebiasaan yang berlaku 

berdasarkan adat setempat, namun terdapat kejanggalan yang kerap 

terjadi yakni pengambilan alih lahan secara sepihak oleh pemilik 

lahan tanpa adanya persetujuan dari pengelola yang berpotensi 

merugikan salah satu pihak. 

Kata Kunci : Mukhabarah, Kerja Sama, Bagi Hasil 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia 

untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa 

tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung-

menanggung dalam hidup masyarakat. Manusia sebagai makhluk 

individu juga  sekaligus makhluk sosial yang hidup berkelompok 

dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dalam 

kegiatan tersebut manusia akan selalu membutuhkan orang lain dan 

membutuhkan wadah untuk melakukan kegiatan tersebut. Wadah 

inilah yang kemudian dikenal sebagai ruang berinteraksi bagi 

individu maupun secara sosial atau berkelompok (Diananta, 

2018:86). 

Sektor pertanian merupakan kegiatan manusia dalam 

memanfaatkan sumber daya untuk di garap dan menanam tanaman 

yang produktif dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain 

sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi 

sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

dalam pertumbuhan perekonomian baik dalam memenuhi 

kebutuhan pokok maupun kebutuhan finansial, hal ini karena 

banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada 

sektor pertanian, terutama masyarakat pedesaan (Wahyuningrum, 

2020). 
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Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai 

dengan syari’at yang di ajarkan, semua tertuang dalam Al-Qur’an 

maupun hadis, cara yang baik dan benar. Mulai dari cara 

mendapatkannya, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai 

dengan yang ditentukan oleh syariat. 

Salah satu bentuk dari muamalah adalah sistem bagi hasil 

(kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang 

pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati). 

Dalam pembagian hasil terdapat ketetapan akad, hukum atau 

ketetapan akad yang di maksud dalam pembahasan ini adalah 

menetapkan upah atau bagi hasil antara pemilik lahan dengan 

pengelola (Hassanuddin, 2017). 

Masyarakat kampung Tingkem merupakan penduduk yang 

mayoritas berprofesi sebagai petani dengan jumlah penduduk 1.156 

jiwa yang sebagaian besar berprofesi sebagai petani baik pertanian 

pada bidang persawahan aupun perkebunan serta masyarakat hanya 

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. 

Dalam hukum Islam, terdapat tiga akad dalam penerapan 

bagi hasil di bidang pertanian  yakni, mukhabarah, muzara’ah, dan 

musaqah. Mukhabarah yaitu kerjasama antara pemilik lahan dan 

pengelola lahan dalam pengelolaan pertanian, dimana benihnya 

berasal dari pengelola lahan dan pemilik lahan memberikan 

lahannya kepada penggarap untuk dikelola, maka penggarap 

mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan mendapatkan satu 

bagian. sedangkan muzara’ah  yaitu akad kerja sama yang mana 
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benih serta lahan  diberikan oleh pemilik lahan kepada pengelola 

untuk dikelola dan pengelola tanah hanya bertanggung jawab atas 

perawatan dan pengelolaan dengan persentase pembagian hasil 

sesuai yang di sepakati,  kemudian akad musaqah apabila semua 

biaya di tanggung oleh pemilik lahan, maka pemilik lahan 

mendapatkan dua bagian dan pengelola lahan mendapatkan satu 

bagian, dalam hal ini pengelola hanya bertanggung jawab atas 

masalah pengairan atau penyiraman (Aryuningsih, 2017:7). 

Dalam hal ini telah di contohkan oleh Rasulullah SAW, 

dapat dilihat dari hadis berikut yang artinya: 

“Dari Ibnu Umar: sesungguhnya Nabi Besar Muhammad SAW 

telah memberikan kebun beliau kepada penduduk khaibar agar 

dipelihara oleh mereka dengan perjanjian buahan maupun dari 

hasil pertahunan  (Riwayat Muslim, no 2163). (Berlian, 2017). 

Bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat perkampungan 

pada umumnya adalah atas kemauan bersama (pemilik lahan dan 

pengelola lahan), dengan tujuan saling tolong-menolong antara 

petani, dan transaksi bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di 

dalam masyarakat umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar 

saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Namun ada 

juga yang dilakukan secara tertulis untuk menghindari sesuatu yang 

dapat menimbulkan permasalahan di akhir perjanjian. Dalam 

pengelolaan semua biaya pemeliharaan di tanggung oleh pengelola 

dan biasanya masa pemeliharaan sawah tersebut tidak dibatasi oleh 
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jangka waktu, tetapi tergantung kedua belah pihak akan berapa 

lama pengelola tersebut memeliharanya (Kartina, 2016:3-4). 

Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh kebanyakan 

masyarakat di Kecamatan Bukit yaitu menggunakan akad 

mukhabarah dikarenakan penerapan akad tersebut lebih sering 

digunakan oleh para petani-petani dalam bidang persawahan di 

Kecamatan Bukit salah satunya  di Kampung Tingkem,  beberapa 

faktor menjadi penyebab akad mukhabarah lebih sering digunakan 

karena   sebagian petani tidak memiliki lahan, meskipun memiliki 

lahan tetapi tidak mencukupi kebutuhan, petani yang cukup modal 

tetapi tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam, pemilik lahan 

tidak berkemampuan memproduktifkan (mengolah) sendiri, dan 

pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan serta 

memiliki kesibukan pekerjaan.  

Berdasarkan temuan awal peneliti, praktik kerjasama yang 

dilakukan terdapat kejanggalan, kerap terjadi pengambilan alih 

lahan secara sepihak oleh pemilik lahan tanpa adanya persetujuan 

dari pengelola yang berpotensi merugikan salah satu pihak, yang 

dalam hal ini cenderung kepada pengelola lahan. Hal ini jelas 

bertentangan dengan konsep mukhabarah  yang di ajarkan oleh 

Islam, dimana kedua belah pihak seharusnya melakukan kerja sama 

dengan tujuan saling menguntungkan dan tolong-menolong, bukan 

untuk merugikan salah satunya.  

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat di pengaruhi oleh 

kondisi suatu daerah dimana masyarakat tinggal dan bermukim.   
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Di daerah perkampungan masyarakat pada umumnya 

menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian, baik itu 

berupa pertanian yang bergerak pada bidang perkebunan maupun  

yang bergerak pada bidang persawahan.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan  oleh Faridah (2017) 

yaitu mekanisme pelaksanaan kerjasama yang dilakukan 

masyarakat Kecamatan Kute Panang merupakan sistem kerjasama 

dengan akad bagi due tanoh yang sangat mirip dengan konsep 

mukhabarah dalam Islam, hanya saja dalam praktiknya terdapat 

beberapa kekeliruan dalam akad tersebut. Ditinjau dari konsep 

Islam, ketidakseimbangan terjadi pada posisi kedudukan para 

pihak. Berdasarkan praktik yang dilakukan masyarakat, posisi 

pengelola menjadi lebih tinggi (superior) dibandingkan dengan 

pemilik lahan.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu 

analisis penerapan akad mukhabarah yang dilakukan di Kampung 

Tingkem dalam praktiknya tidak terdapat kekeliruan dalam akad 

tersebut hanya saja pengetahuan masyarakat terhadap akad 

mukhabarah dalam konsep Islam sendiri masih sangat minim. 

Dikalangan masyarakat Kampung Tingkem, istilah mukhabarah 

masih jarang terdengar hal ini dikarenakan masyarakat lebih 

mengenal istilah dalam kehidupan sehari-hari. 
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Dari latar belakang yang telah di sebutkan maka penulis 

tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan suatu 

penelitian ilmiah dengan judul “Analisis Penerapan Akad 

Mukhabarah Pada Petani Kampung Tingkem Kecamatan 

Bukit Kabupaten Bener Meriah”  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kerjasama dalam 

pengolahan  lahan pertanian  di Kampung Tingkem 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah? 

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem 

penerapan akad mukhabarah yang terjadi di Kampung 

Tingkem Kecamatan Bukit Kabapten bener Meriah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan akad mukhabarah di 

Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener 

Meriah. 

2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem 

penerapan akad mukhabarah antara pemilik lahan dan 

pengelola lahan pertanian yang terjadi di Kampung 

Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian adalah pernyataan bahwa penelitian 

yang dilakukan memiliki nilai guna, baik manfaat dari segi teoritis, 

manfaat praktis, dan bagi masyarakat 
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1. Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi dan Referensi sebagai Karya Ilmiah guna 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka tugas 

mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 

2. Praktis, penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan 

kemampuan untuk mengkaji dan memecahkan masalah 

yang di hadapi petani dalam pelaksanaan sistem akad 

mukhabarah agar  sejalan dengan sistem yang di anjurkan 

Syari’at Islam. 

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

informasi dan referensi bagi masyarakat sehingga dapat 

menambah pola fikir mereka dalam penerapan akad 

mukhabarah sesuai syariat Islam.    

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan 

mengenai susunan isi skripsi secara teratur. Penelitian ini disusun 

dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari sub bab 

pembahasan sebagai acuan berpikir secara sistematis.  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai pendahuluan yang merupakan 

gambaran umum penelitian yang terdiri dari: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan.  
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan kerangka teori dan landasan teori serta 

pengembangan hipotesis yang terdiri dari teori, temuan penelitian 

terkait, model penelitian atau kerangka berpikir. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang prosedur dan alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil-hasil yang ditemukan 

dalam penelitian dan analisisnya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup, dimana bab ini terdiri atas 

kesimpulan dari hasil dan pembahasan serta saran yang 

berhubungan dengan penerapan mawah dalam akad mukhabarah 

menurut pandangan ekonomi syari’ah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Akad Dalam Islam 

2.1.1 Pengertian Akad 

Secara bahasa akad adalah “ikatan antara ujung-ujung 

sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal 

dari satu sisi atau dua sisi” (Rozalinda, 2016:45). Sedangkan  

secara istilah akad terbagi pada pengertian umum dan khusus. Akad 

secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang 

berdasarkan keinginannya sendiri. Secara khusus, akad adalah 

pengaitan ucapan (ijab qabul) salah seorang yang berakad dengan 

yang lainnya pada segi yang tampak dan berdampak pada 

objeknya.  

Jadi makna akad secara syar’i yaitu hubungan antara ijab 

dan qabul dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat yang 

mempunyai pengaruh secara langsung terhadap sesuatu yang 

diikatkan. Adapun kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat 

paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi 

tujuan akhir dari muamalah. 
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2.1.2 Rukun Dan Syarat Akad 

a) rukun-rukun akad 

Rukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

yaitu sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. 

Menurut istilah ushul fiqh rukun ialah suatu yang harus dikerjakan 

dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi, rukun merupakan bagian 

dari yang pokok, jika rukun tersebut tidak dilaksanakan maka 

akadanya tidak sah. dan akad terdiri dari, “aqid, ma’qud alaih’ al-

‘aqad, dan shighat al-‘aqad” 

a) Aqid, adalah orang yang berakad. Terkadang masing-

masing pihak terdiri dari dari satu orang, terkadang terdiri 

dari beberapa oarng 

b) Ma’qud alaih, adalah benda-benda yang di akadkan 

c) Maudhu’al-aqad, adalah tujuan atau maksud pokok 

mengadakan akad 

d) Shigat al-aqad, adalah ijab qabul. Ijab adalah permulaan 

penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad 

sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. 

Qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang 

berakad, yang di ucapkan setelah adanya akad.  

b) Syarat-syarat akad 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata 

syarat adalah janji, yaitu sebagai tuntutan atau permintaan yang 

harus dipenuhi.  Menurut istilah ushul fiqh syarat ialah sesuatu 

yang harus di penuhi sebelum mengerjakan suatu pekerjaan, jika 
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syarat-syarat tersebut kurang sempurna maka pekerjaan atau ibadah 

tersebut menjadi tidak sah. Adapun syarat-syarat akad yakni: 

a. kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak  

b. ma’qud alaih harus 

a. ada ketika terjadi akad 

b. sesuatu yang dibolehkan oleh syariat 

c. barang atau benda dapat diserah terimakan ketika 

terjadi akad 

d. diketahui oleh pihak-pihak yang berakad 

c. ijab harus berjalan terus. Ijab tidak sah apabila ijab 

tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul 

d. ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang 

melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qabul, 

maka ijab yang demikian di anggap tidak sah (Oni dan 

Hasanuddin, 2016:71) 

2.1.3 Macam-Macam Akad 

1. Berdasarkan ketentuan syara’ 

a) Akad sahih 

Akad sahih, yaitu akad yang memenuhi unsur dan 

syarat yang telah di tetapkan oleh syara’. Akad yang 

memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah disebutkan 

di atas, maka akad tersebut masuk dalam kategori akad 

sahih. 
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b) Akad ghairu sahih 

Akad ghairu sahih, yaitu akad yang tidak memenuhi 

unsur dan syaratnya. Dengan demikian akad dan semacam 

ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. 

2. berdasarkan zatnya, dibagi menjadi: 

a) Benda yang berwujud (al-‘ain), yaitu benda yang dapat 

dipegang indra 

b) Benda tidak berwujud (ghair al-‘ain), yaitu benda yang 

tidak dapat kita indra namun manfaatnya dapat kita 

rasakan, seperti informasi, lisensi, dan lain sebagainya. 

2.2 Mukhabarah 

2.2.1 Pengertian mukhabarah 

Mukhabarah secara etimologi, adalah sama dengan 

menumbuhkan. Maksudnya adalah modal (al-badzar). Makna yang 

pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna 

hakiki. Muzara’ah dan mukhabarah memiliki makna yang berbeda. 

Mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah 

atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga 

atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya di 

tanggung orang yang mengerjakan. 

Sedangkan menurut istilah, mukhabarah di definisikan oleh 

para ulama sebagai berikut: 

1. Menurut Hanafiah, mukhabarah ialah: “akad untuk 

bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari 

bumi”.  
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2. Menurut Hanabilah, bahwa mukhabarah ialah: 

menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok 

tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) 

tersebut dibagi di antara keduanya. 

3. Menurut Malikiah, bahwa mukhabarah ialah: perkongsian 

dalam bercocok tanam, lebih lanjut dijelaskan dari 

pengertian tersebut bahwa mukhabarah adalah menjadikan 

harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang 

perdagangan. 

4. Ulama Syafi’iah membedakan antara muzara’ah dan 

mukhabarah: “mukhabarah adalah mengelola tanah di atas 

sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari 

pengelola. Adapun muzara’ah, sama seperti mukhabarah, 

hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah”. (Nurul 

huda, 2007:57) 

Setelah diketahui dari definisi-definisi di atas, maka dapat 

dipahami bahwa mukhabarah dan muzara”ah ada kesamaan dan 

ada pula perbedaann. Persamaannya ialah antara mukhabarah dan 

muzara’ah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah 

menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk di kelola. 

Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, 

maka disebut mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari pihak 

tanah, maka disebut muzara’ah.    
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2.2.2 Dasar Hukum Akad Mukhabarah 

a. Al-Qur’an  

ََ  َََ َ  ََ َ َ

   َ  ََ  ََ ََ   َ  َ

 َ  َ  ََ  َََ َ َ

َََ 
Artinya: “apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu 

atau kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam 

kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka 

atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka 

dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu 

lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. AZ-Zukhruf 

[43]32). 

Qur’an surat AZ-Zukhruf ini menurut penjelesan Quraish 

Shihab, dalam ayat tersebut Allah telah membagi-bagi sarana 

penghidupan manusia di kehidupan dunia karena manusia tidak 

dapat melakukan sendiri dan Allah telah meninggikan kekuatan 

manusia dalam harta benda, ilmu, kekuatan dan lain-lain agar 

sebagian manusia tersebut dapat mempergunakan sebagian yang 

lain sehingga dapat saling tolong-menolong dan memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Masing-masing manusia saling membutuhkan 
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dalam mencari dan mengatur kehidupannya (Tafsir Al-Misbah, 

2002).        

b. Hadits   

َرَسُولَُاِللهَصَلَّىَالُلَُعَلَيهَِوََسَلَّمََعَامَلََأَهلََخَيب ََ رََعَنَِابِنَعُمَرُرَضِىََاللهَُعَنهَُ)أَنَّ

(َرواهَمسلمَ)َعبشَطرٍَماَيََرجَُُمِنهَاَمِنَثََرٍََأوََزَرعٍَ  

Artinya: Dari Ibnu Umar: “sesungguhnya Nabi SAW. Telah 

memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar di pelihara oleh 

mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari 

penghasilan, baik daribuah-buahan maupun dari hasil pertahunan 

(palawija)” (H.R Muslim, no.2163).  

Jumhur ulama termasuk di dalamnya Abu Yusuf, 

Muhammad, Malik, Ahmad, Dawud Al-Zahiri mengatakan 

bolehnya akad Muzara’ah dan Mukhabarah, karena didalamnya ada 

akad syirkah antara harta dan pekerjaan, seperti halnya 

mukhabarah. Akad ini untuk menopang kebutuhan. Karena 

terkadang orang yang memiliki lahan tidak mampu mengerjakan 

lahannya sendiri dan ada juga orang yang bisa mengerjakan lahan 

namun tidak memiliki lahan untuk dikerjakan. Maka dengan akad 

ini bisa terjadi sebuah simbiosis yang saling menguntungkan satu 

sama lain (Nawawi bin Umar Al-Jawi, 1971).  

Mukhabarah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara 

pekerja atau buruh dan pemilik tanah. Dalam banyak kasus, pihak 

buruh memiliki keahlian mengolah tanah namun tidak memilik 

tanah, dan ada pemilik tanah tidak mempunyai keahlian dalam 
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mengolah tanah tersebut. Oleh karena itu, Islam mensyari’atkan 

mukhabarah sebagai upaya mempertemukan kepentingan kedua 

belah pihak. Praktik mukhabarah  model tersebut pernah dilakukan 

oleh Rasulullah dan para sahabat setelahnya. 

2.2.3 Rukun Dan Syarat Mukhabarah 

Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam 

mukhabarah: pemilik tanah. 

1. Pemilik tanah 

2. Petani/penggarap. 

3. Obyek mukhabarah (mahalul’aqdi). 

4. Ijab dan qabul, keduanya secara lisan,  

Adapun syarat secara umum dalam mukhabarah di antaranya: 

1. Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan 

berakal. 

2. Benih yang akan di tanam harus jelas dan menghasilkan. 

3. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas-

batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. 

4. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya. 

5. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.  

Sebagian ulama Hanafiah mensyaratkan bahwa salah satu 

atau keduanya (penggarap dan pemilik) bukan orang murtad, 

karena tindakan orang murtad di anggap mauquf, tidak punya efek 

hukum hingga ia masuk Islam, tetapi jumhur ulama sepakat bahwa 

aqad mukhabarah ini boleh dilakukan antara Muslim dan non 

Muslim termasuk di dalamnya orang murtad (Syamsul, 2007). 
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Adapun benih yang akan ditanam disyaratkan harus jelas, 

apa yang akan di tanam sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah 

itu. Sedangkan syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah: 

1. Menurut adat di kalangan petani, tanah itu boleh di garap 

dan menghasilkan, jika tidak potensial untuk di tanami 

karena tandus dan kering, maka mukhabarah di anggap 

tidak sah. 

2. Batas-batas tanah itu jelas. 

3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di 

garap, apa bila pada waktu akad di syaratkan bahwa pemilik 

tanah ikut serta menggarap, maka akad mukhabarah ini di 

anggap tidak sah. 

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah: 

1. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus 

jelas. 

2. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, 

tanpa ada unsur dari luar. 

3. Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk 

menghindari perselisihan nantinya. (Djazuli. A: 2006) 

2.2.4 Manfaat Akad Mukhabarah 

Beberapa di antara manusia memiliki lahan/tanah 

perkebunan, namun tidak dapat mengelolanya karena adanya 

keterbatasan, seperti memiliki pekerjaan pokok lain, atau lokasi 

tempat tinggal yang jauh dari lahan sehingga tanah tersebut 

menjadi tidak produktif. Sebaliknya, banyak di antara manusia 
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yang memiliki tenaga dan kesempatan untuk mengelola suatu lahan 

/perkebunan namun terkendala dengan tidak adanya lahan ( 

Suhendi:2011). 

Berdasarkan hal itu, ada beberapa hal yang dapat dijadikan 

manfaat dengan melakukan mukhabarah ini, di antaranya:     

1. Sosial 

1. Dapat dijadikan sebagai sarana tolong-menolong di antara 

sesama, terutama dalam menolong orang-orang yang tidak 

memiliki perkerjaan namun mempunyai kemampuan 

khusus di bidang perkebunan. 

2. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau 

ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah. 

3. Untuk menghindari adanya kepemilikan namun kurang 

dapat memanfaatkan karena tidak adanya pihak yang 

mengelola. 

2. Ekonomi 

1. Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang 

menopang pertumbuhan ekonomi secara makro. 

2. Dapat mengurangi pengangguran.  

2.3 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berfungsi menjadi acuan dasar yang 

berisikan teori-teori atau temuan-temuan terdahulu yang 

mendukung penelitian. Temuan terdahulu dapat dijadikan sebagai 

teori pendukung dan sebagai pembanding dalam suatu penelitian. 

Dalam penelitian ini, temuan atau penelitian terdahulu menjadi 
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sebuah referensi pendukung penelitian yang relavan analisis 

mawah dalam akad mukhabarah dalam pandangan ekonomi 

syariah. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini temuan terdahulu baik 

dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel terkait yang 

berhubungan dengan analisis mawah dalam akad mukhabarah 

dalam pandangan ekonomi syariah dibutuhkan untuk menjadi 

acuan dan teori-teori yang mendukung penelitian. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aryuningsih (2017), 

dengan judul penelitian “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik 

Dan Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten 

Pali”. Hasil dari penelitian ini yakni Pembagian hasil kebun karet 

antara pemilik dan penggarap karet di Desa Tanah Abang Pendopo, 

pembagian hasil karet yang digunakan masyarakat setempat hanya 

mengikuti kebiasaan yang telah ada pada masyarakat terdahulu 

yang mana sistem bagi hasilnya bervariasi mulai dari 1/2 2/3 1/3 

namun untuk bagian masing-masing pihak tersebut sepenuhnya 

ditentukan oleh pihak pemilik kebun. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Abdul Muttalib 

(2015), dengan judul penelitian “Analisis Sistem Bagi Hasil 

Muzara’ah dan Mukhabarah pada Usaha Tani Padi dan 

Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap 

dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur”. Hasil dari 

penelitian ini menjelaskan bahwa Pelaksanaan konsep bagi hasil 

yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Praya Timur akadnya 

hanya dengan mengucapkan dengan lisan saja, biaya ada dua 



20 

 

 

macam yakni biaya keseluruhan dari pemilik lahan (muzara’ah) 

dan biaya yang ditanggung oleh penggarap (mukhabarah) untuk 

pembagian hasil dilakukan dengan mengurangi biaya pengerjaan 

terlebih dahulu dan alokasi bagi hasil ini masih ada tatanan 

konsumsi dan penggarap lahan dan bagi alokasinya lebih terarah 

kepada persediaan untuk masa depan, dengan menabungkan hasil 

dari pembagian usaha tani padi tersebut. Penggarap lahan terpenuhi 

tatanan kebetuhan dharuriyah nya saja sedangkan pemilik lahan 

sudah lebih kompleks dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai 

standar melihat kesejahteraannya. 

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Maymunah (2018), dengan judul penilitian “Analisis Penerapan 

Pola Bagi Hasil Pemilik Kebun dan Pekerja dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan masyarakat di Tinjau dalam Perspektif Ekonomi 

Islam”. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Sistem pertanian yang 

di pakai oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan 

kebiasaan  dan kondisi penduduk. Bagi petani yang tidak 

mempunyai tanah pertanian mereka bekerja mengelola tanah petani 

lainnya yang mempunyai lahan yang dalam hal ini hal ini 

perkebunan. Salah satu sistem pengelolaan perkebunan yang 

digunakan oleh penduduk di Kampung Bima Sakti adalah sistem 

paroan atau pola bagi hasil. Pembagian hasil dari parohan yaitu, 

ada yang melakukan setengah, sepertiga, seperenam terletak pada 

kesepakatan awal. 
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Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Nurul 

Faridah (2017), dengan judul penelitian “Implementasi Akad 

Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan 

Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupten Aceh Tengah”. 

Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme pelaksanaan kerja sama 

yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kute Panang merupakan 

sistem kerja sama dengan akad bagi due tanoh yang sangat mirip 

dengan konsep mukhabarah dalam Islam, hanya saja dalam 

praktiknya terdapat beberapa kekeliruan dalam akad tersebut. 

Ditinjau dari konsep Islam, ketidakseimbangan terjadi pada posisi 

kedudukan para pihak. Berdasarkan praktik yang dilakukan 

masyarakat, posisi pengelola menjadi lebih tingggi (superior) di 

bandingkan dengan pemilik lahan.   

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mohammad 

Yanis (2010), dengan judul penelitian “ Pelaksanaan Bagi Hasil 

Pertanian Padi Di Desa Aursati Kecamatan Tambang Di Tinjau 

Menurut Ekonomi Islam”. Pada penelitian yang dilakukan dimana 

konsep bagi hasil antara pemilik lahan dan petani yaitu bagi ¼ hasil 

ladang dan bibit dari pihak penggarap lahan dan di bagi setelah 

benar-benar siap panen dengan cara membagi empat lahan tersebut 

dan penggarap lahan menyuruh pemilik lahan dengan memilih 

terlebih dahulu dengan landasan keridhaan antara penggarap lahan 

dan pemilik lahan. 

kemudian penelitian yang di lakukan oleh Ahmad Munir 

Hamid dan   Ni’matul Yuha(2021), dengan judul penelitian “ 
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Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama 

Pengolahan Sawah”. Hasil penelitian menujukkan bahwa praktik 

kerjasama pengolahan sawah yang ada di desa Takerharjo yaitu 

akad mukhabarah yang mana pemilik lahan menyerahkan lahannya 

kepada petani penggarap untuk kemudian di kelola dengan 

perjanjian bagi hasil tanpa adanya benih dari pemilik lahan.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kartina (2016), 

dengan judul penelitian “Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara 

Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan 

Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa”. Dalam penelitian ini sistem bagi hasil yang 

terjadi di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ini 

memiliki bentuk yang beragam. Namun yang perlu diketahui 

adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari 

kesepakatan kedua belah pihak. Dan pada dasarnya sistem yang 

mereka pakai sesuai dengan syariat Islam, yaitu sistem muzara’ah 

dan mukhabarah. 
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Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 
No  Penulis dan Judul 

Penelitian 

Metodologi 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Aryuningsih (2017), 

dengan judul 

penelitian “Analisis 

Sistem Bagi Hasil 

Antara Pemilik Dan 

Penggarap Karet Di 

Desa Tanah Abang 

Pendopo Kabupaten 

Pali”. 

Metodologi yang di 

gunakan dalam 

penelitian ini adalah 

metodologi kualitatif 

yaitu dengan 

mengemukakan, 

menggambarkan, dan 

menguraikan seluruh 

permasalahan yang 

bersifat  penjelasan. 

Serta tinjauan 

ekonomi Islam 

terhadap pertanian 

kebun karet di Desa 

Tanah Abang 

Pendopo. 

Pembagian hasil 

karet yang 

digunakan 

masyarakat 

setempat hanya 

mengikuti 

kebiasaan yang 

telah ada pada 

masyarakat 

terdahulu yang 

mana sistem bagi 

hasilnya bervariasi 

mulai dari 1/2 2/3 

1/3 namun untuk 

bagian masing-

masing pihak 

tersebut 

sepenuhnya 

ditentukan oleh 

pihak pemilik 

kebun. 
2 Abdul Muttalib 

(2015), dengan judul 

penelitian “ Analisis 

Sistem Bagi Hasil 

Muzara’ah dan 

Mukhabarah pada 

Usaha Tani Padi dan 

Implikasinya 

terhadap 

Kesejahteraan 

Keluarga Petani 

Penggarap dan 

Pemilik Lahan di 

Kecamatan Praya 

Timur”. 

Penelitian yang di 

pakai dalam 

penelitian ini yaitu 

metodologi 

deskriptif-kualitatif. 

Fokusnya adalah 

penggambaran secara 

menyeluruh tentang 

pelaksanaan konsep 

muzara’ah dan 

mukhabarah dalam 

usaha tani serta 

implikasinya 

terhadap 

kesejahteraan 

masyarakat.  

Pelaksanaan konsep 

bagi hasil yang 

dilakukan 

masyarakat di 

Kecamatan Praya 

Timur akadnya 

hanya dengan 

mengucapkan 

dengan lisan saja, 

biaya ada dua 

macam yakni biaya 

keseluruhan dari 

pemilik lahan dan 

biaya yang 

ditanggung oleh 

penggarap untuk 

pembagian hasil 

dilakukan dengan 

mengurangi biaya 

pengerjaan terlebih  
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Tabel 2.1 -lanjutan 

No Penulis dan Judul 

Penelitian 

Metodologi 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

   dahulu dan alokasi 

bagi hasil ini masih 

ada tatanan 

konsumsi dan 

penggarap lahan 

dan bagi alokasinya 

lebih terarah kepada 

persediaan untuk 

masa depan. 

3 Maymunah (2018), 

dengan judul 

penilitian “Analisis 

Penerapan Pola 

Bagi Hasil Pemilik 

Kebun dan Pekerja 

dalam 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

masyarakat di 

Tinjau dalam 

Perspektif Ekonomi 

Islam”.  

Metodologi 

penelitian yang di 

gunakan dalam 

penelitian ini yaitu 

metodologi kualitatif. 

Datanya dinyatakan 

dalam bentuk verbal 

dan di analisis tanpa 

menggunakan teknik 

24rgumenta. Dengan 

cara menguraikan dan 

merinci kalimat-

kalimat sehingga 

dapat di tarik 

kesimpulan yang 

jelas.   

Sistem pertanian 

yang di pakai oleh 

masyarakat 

bermacam-macam 

sesuai dengan 

kebiasaan  dan 

kondisi penduduk. 

Salah satu sistem 

pengelolaan 

perkebunan yang 

digunakan oleh 

penduduk di 

Kampung Bima 

Sakti adalah sistem 

paroan yaitu, ada 

yang melakukan 

setengah,sepertiga, 

seperenam terletak 

pada kesepakatan 

awal. 

4 Syarifah Nurul 

Faridah (2017), 

dengan judul 

penelitian 

“Implementasi 

Akad Mukhabarah 

Pada Pengelolaan 

Perkebunan Kopi 

Di Kalangan 

Masyarakat 

Kecamatan Kute 

Panang Kabupaten   

Penelitian yang 

penulis lakukan ini 

dapat di kategorikan 

sebagai penelitian 

kualitatif, yaitu suatu 

penelitian yang lebih 

menekankan 

analisisnya pada 

proses penyimpulan 

serta pada analisis 

terhadap hubungan 

antar fenomena yang  

Dalam penelitian 

ini mekanisme 

pelaksanaan kerja 

sama yang 

dilakukan 

masyarakat 

Kecamatan Kute 

Panang merupakan 

sistem kerja sama 

dengan akad bagi 

due tanoh yang 

sangat mirip dengan  
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Tabel 2.1 –lanjutan 

No  Penulis dan Judul 

Penelitian 
Metodologi 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

 Aceh Tengah” di amati dan lebih di 

tekankan pada usaha 

menjawab pertanyaan 

penelitian melalui 

cara-cara berfikir 

formal dan 

argumentative. 

konsep 

mukhabarah dalam 

Islam, hanya saja 

dalam praktiknya 

terdapat beberapa 

kekeliruan dalam 

akad tersebut. 

Ditinjau dari 

konsep Islam, 

ketidakseimbangan 

terjadi pada posisi 

kedudukan para 

pihak. Berdasarkan 

praktik yang 

dilakukan 

masyarakat, posisi 

pengelola menjadi 

lebih tingggi 

(superior) di 

bandingkan dengan 

pemilik lahan. 
5 Mohammad Yanis 

(2010), dengan 

judul penelitian “ 

Pelaksanaan Bagi 

Hasil Pertanian 

Padi Di Desa 

Aursati Kecamatan 

Tambang Di Tinjau 

Menurut Ekonomi 

Islam”. 

Metode penelitian ini 

berdasarkan jenisnya 

suatu kajian yang di 

golongkan kepada 

jenis penelitian 

lapangan. Yakni 

suatu kajian yang 

menggunakan data-

data yang di 

kumpulkan di 

lapangan dengan cara 

menyebarkan angket 

dan melakukan 

wawancara, dan 

mempelajari berbagai 

bahan yang ada baik 

berupa buku-buku, 

kitab-kitab maupun 

informasi lainnya. 

Dalam penelitian 

ini dimana konsep 

bagi hasil antara 

pemilik lahan dan 

petani yaitu bagi ¼ 

hasil ladang dan 

bibit dari pihak 

penggara di bagi 

setelah siap panen 

dengan cara 

membagi empat 

lahan serta  

pengelola lahan  

menyuruh pemilik 

lahan memilih 

terlebih dahulu 

dengan landasan 

keridhaan antara 

penggarap lahan 

dan pemilik lahan. 
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Tabel 2.1 –lanjutan 

No  Penulis dan Judul 

Penelitian 
Metodologi 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

6 Ahmad Munir 

Hamid dan   

Ni’matul Yuha 

(2021), dengan 

judul penelitian “ 

Analisis Prinsip 

Ekonomi Islam 

Terhadap Praktik 

Kerjasama 

Pengolahan 

Sawah”.  

Jenis penelitian ini 

adalah  deskriptif 

kualitatif, yaitu 

analisis yang 

menghasilkan data 

deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau 

lisan dari pemilik 

lahan dan petani 

penggarap Desa 

Takerharjo 

Kecamatan Solokuro 

Kabupaten 

Lamongan. 

Hasil penelitian 

menujukkan bahwa 

praktik kerjasama 

pengolahan sawah 

yang ada di desa 

Takerharjo yaitu 

akad mukhabarah 

yang mana pemilik 

lahan menyerahkan 

lahannya kepada 

petani penggarap 

untuk kemudian di 

kelola dengan 

perjanjian bagi hasil 

tanpa adanya benih 

dari pemilik lahan. 

7 Kartina (2016), 

dengan judul 

penelitian “Peranan 

Bagi Hasil 

Pertanian Antara 

Penggarap Dan 

Pemilik Lahan 

Terhadap 

Peningkatan Dan 

Pendapatan 

Masyarakat Di 

Desa Bone 

Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa” 

Jenis penelitian ini 

menggunakan teknik 

kualitatif yang lebih 

menekankan 

analisisnya pada 

proses penyimpulan 

induktif serta pada 

analisis terhadap 

dinamika hubungan 

antar fenomena yang 

diamati dengan 

mengadakan logika 

ilmiah, serta 

penekanannya pada 

usaha menjawab 

pertanyaan penelitian 

melalui cara-cara 

berfikir formal dan 

argumentatif. 

Dalam penelitian 

ini sistem bagi hasil 

yang terjadi di Desa 

Bone Kecamatan 

Bajeng Kabupaten 

Gowa ini memiliki 

bentuk yang 

beragam. Namun 

yang perlu 

diketahui adalah 

bentuk sistem bagi 

hasil yang ada 

sangat tergantung 

dari kesepakatan 

kedua belah pihak. 

Dan pada dasarnya 

sistem yang mereka 

pakai sesuai dengan 

syariat Islam, yaitu 

sistem muzara’ah 

dan mukhabarah 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Mukhabarah yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan 

pengelola lahan dalam pengolahan pertanian, dimana benihnya 

berasal dari pemilik lahan, dan pemilik lahan memberikan lahannya 

kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya di bagi sesuai 

dengan kesepakatan (persentase: seperdua, sepertiga, dan 

seperempat) tergantung perjanjian dari hasil panen. Di dalam 

penerapanya mukhabarah mempunyai kesamaan arti dengan 

mawah. 

Dalam hal muamalat, Islam mengenal istilah muslahah, 

pada prinsipnya muslahah adalah mengambil manfaat dan menolak 

kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara’. Muamalat 

adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar 

manfaatnya. Kerja sama yang dilakukan antara pemilik lahan 

dengan penggarap diharapkan dapat memberdayakan tenaga dan 

meningkatkan pendapatan petani dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Kerja sama dan pembagian hasil pendapatan dari usaha 

pertanian hendaknya dilakukan sesuai dengan prinsip muamalah 

Islam yaitu secara adil dan saling ridha agar tidak adanya pihak 

yang dirugikan. 
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Gambar 2.2 

Kerangka Berfikir 

     

   

Analisis Perspektif 

Ekonomi Islam 

Praktik Akad Mukhabarah Petani Kampung Tingkem 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sugiono 

(2010:13) memberikan definisi metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawan adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan 

secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan 

hasil  penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi. Pada penelitian ini, penyusunan ini menggunakan 

teknik deskriptif yaitu analisa dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan bagaimana penerapan akad mukhabarah yang 

dilakukan masyarakat dan menganalisis persepsi masyarakat dalam 

melakukan penerapan tersebut. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dijadikan objek 

pada penelitian dengan cara memberikan alasan yang logis 

mengapa tempat tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian (Sopiah, 

2010:171). Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu 

Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah 

Provinsi Aceh. 



30 

 

 

Pemilihan Kampung Tingkem dijadikan sebagai objek 

penelitian ini adalah berdasarkan pertimbangan, dimana Kampung 

ini merupakan kampung yang sebagian besar masyarakatnya 

bermata pencaharian sebagai petani baik dalam bidang perkebunan 

maupun dalam bidang persawahan. oleh sebab itu masyarakat 

hanya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Petani 

tidak hanya mengelola lahan sendiri melainkan mengelola lahan 

orang lain sekaligus, Ini disebabkan  karena kurangnya lahan, 

modal, dan fasilitas yang kurang memadai. Maka peneliti ingin 

mengetahui bagaimana persepsi masyarakat dalam penerapan 

mawah dalam akad mukhabarah dilihat dari sisi pandangan 

ekonomi Islam.  

3.3 Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara 

langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi sesuai 

dengan data yang diperlukan. Pihak yang menjadi narasumber 

dalam wawancara ni adalah petani pemilik lahan (3 orang) 

pengelola lahan(3 orang) tokoh adat (1 orang), tokoh ulama 

Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh (1 orang). 

Dari ketiga pemilik lahan yang diwawancarai oleh peneliti 

mereka melakukan kerjasama ini sudah hampir 3 sampai 5 kali, 

dimana dari masing-masing pemilik lahan menyiapkan lahan seluas 

±700 M
2
 – 900 M

2
.  

Manajamen pengelolaan dilakukan secara lisan namun ada 

juga yang dilakukan secara tertulis  untuk menghindari perselisihan 
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yang terjadi pada saat pembagian hasil dan masa berakhirnya 

kerjasama dengan penerapan akad mukhabarah. 

Selanjutnya dari ketiga pengelola lahan yang di wawancarai 

oleh peneliti, mereka melakukan kerjasama ini 3 sampai 5 kali 

selama 2 sampai 5 tahun bahkan ada yang sampai 10 tahun dengan 

pemilik lahan yang sama, karena pemilik lahan menilai kinerja 

pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola lahan sangat memuaskan 

dan berkopempeten dengan keahlian untuk memproduktifkan lahan 

sehingga dinilai dapat menambah kebutuhan petani baik pemilik 

lahan maupun pengelola lahan.  

Manajemen yang dilakukan sama saja seperti yang 

diterapkan seperti pengelola lahan yaitu  dilakukan secara tertulis 

untuk menghindari perselisihan yang terjadi pada saat pembagian 

hasil dan masa berakhirnya kerjasama, Namun ada juga pemilik 

lahan dan pengelola lahan melakukan perpanjangan kerjasama 

tersebut.   

3.4 Sumber Data 

Dalam melaksanakan penelitian ini, maka diperlukan data 

yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan 

dan analisis, dan untuk mengetahui segala kegiatan masyarakat 

pada sektor pertanian di Kampung Tingkem, maka pada penelitian 

ini sumber datanya yaitu: 

a. Data primer 

Data primer, Bungin (2015:201) memberikan definisi data 

primer adalah data yang di ambil dari sumber data primer atau 



32 

 

 

sumber data di lapangan. Dimana, data primer dalam penelitian ini 

merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 

yang dilakukan bersama informan yakni para masyarakat yang 

pernah melakukan penerapan bagi hasil dengan akad mukhabarah 

di lokasi penelitian. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 

kedua atau sumber sekunder (Bungin, 2015:201). Teknik yang 

digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah 

studi kepustakaan, dari buku panduan, literatur dan bahan-bahan 

perkuliahan yang memiliki kaitan erat dengan pembahasan ini dan 

dokumentasi.   

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian 

manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat 

bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, mulut 

dan kulit (Bungin, 2015:142). 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan informan atau orang yang di 

wawancarai (Bungin, 2015:130). Dalam penelitian ini, wawancara 

yang dilakukan di Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten 

Bener Meriah dengan pemilik lahan dan pengelola lahan pertanian 
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yang melakukan penerapan dalam akad mukhabarah. Kemudian 

wawancara juga akan dilakukan dengan tokoh adat dan tokoh 

ulama yang ada di Kabupaten Bener Meriah yang membahas 

penerapan akad mukhabarah di kampung tingkem. Dalam 

penelitian ini wawancara yang di lakukan yaitu wawancara 

terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan 

yang akan di tanyakan kepada informan, wawancara ini juga 

dilakukan secara bertatap muka yakni metode wawancara secara 

mendalam untuk mencari informasi-informasi agar mendapatkan 

gambaran lengkap tentang topik yang di teliti. 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi atau dokumenter menurut (Bungin 2013:153) 

merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian 

sosial. Sebagian besar data yang tersedi adalah berbentuk surat-

surat, catatan harian, kenangan laporan dan lain sebagainya. Sifat 

utama dari data ini tak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi 

luang kepada peneliti untuk hal-hal yang telah silam.  

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data 

ke dalam suatu kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain (Saebani, 2008:98).  
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Secara sistematis langkah-langkah analisis data tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Memperoleh data yang di peroleh dari hasil wawancara 

(interview) dan observasi. 

b. Menyusun data yang diperoleh sesuai dengan urutan 

pembahasan yang telah diperoleh. 

c. Melakukan interprestasi secukupnya terhadap data yang 

telah tersusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai 

hasil kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Bukit Kabupaten Bener 

Meriah 

Kecamatan Bukit terdiri dari 40 Kampung serta 3 

kemukiman yang terdiri dari Pasar Simpang Tiga, Redelong, Teritit 

dengan luas wilayah ±110,95 km
2 

persegi. Adapun jumlah 

penduduk kurang lebih 29,489 jiwa yang sebagian besar berprofesi 

sebagai petani, pedagang, pegawai dan lain-lain. Adapun data 

jumlah Kampung dan luas wilayahnya di Kecamatan Bukit 

Kabupaten Bener Meriah yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Kampung Di Kecamatan Bukit 

No Nama Kampung Jumlah 

penduduk (ribu) 

Luas wilayah 

(km
2
) 

1 Babussalam 439 0,51 

2 Bale Atu 1855 7,11 

3 Bale Redelong 1603 5,00 

4 Batin Wih Pongas 674 0,97 

5 Blang Ara 247 1,87 

6 Blang Panas 582 2,50 

7 Blang Sentang  1589 1,31 

8 Blang Tampu 793 2,44 

9 Bujang 605 1,15 

10 Bukit Bersatu 254 1,73 

11 Delung Asli 770 2,32 

12 Delung Tue 901 2,14 

13 Godang 267 0,40 

14 Hakim Tunggul Naru  671 5,34 

15 Isaq Busur 278 1,12 

16 Karang Rejo 1211 2,66 

17 Kenawat Redelong 917 3,70 
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18 Kute Kering 476 1,16 

19 Kute Lintang  678 1,26 

20 Kute Tanyung 565 1,25 

21 Meluem 231 1,05 

22 Mupakat Jadi 623 1,01 

23 Mutiara Baru 291 3,65 

24 Panji Mulia I 1287 2,98 

25 Panji Mulia II 503 1,91 

26 Pasar Simpang Tiga 1093 0,10 

27 Paya Gajah 598 0,43 

28 Pilar Jaya 302 9,79 

29 Reje Guru 1031 3,11 

30 Rembele 1196 3,68 

31 Sedia Jadi 570 5,32 

32 Serule Kayu 668 1,14 

33 Tingkem Asli 967 4,73 

34 Tingkem Benyer 484 1,13 

35 Tingkem Bersatu 1030 10,72 

36 Ujung Gele 601 2,12 

37 Uning Bersah 561 2,90 

38 Uning Teritit 1057 5,11 

39 Uring 323 0,54 

40 Waq Pondok Sayur 698 3,59 
Sumber: BPS Bener Meriah 2021 

4.1.1 Sejarah Kampung Tingkem 

Sejarah Kampung Tingkem pada awalnya adalah kampung 

yang dijadikan kampung persiapan, berdasarkan Undang-undang 

No 25 tahun 2001 tentan pembentukan, pemecahan, penghapusan 

dan pembangunan kampung atas kesepakatan bersama untuk 

memecah wilayah seluas 327 hektar untuk di jadikan kampung 

depentif yang bernama Kampung Tingkem Kecamatan Bukit 

Kabupaten Aceh Tengah. 

Kampung Tingkem pada tahun 1999 kepala kampung 

persiapan pertama Bapak Tgk. Wekeb dengan sekretaris Azwardi 
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dan BPK adalah (Alm) Bapak Sukiman, pada tahun 2002 Kampung 

Tingkem telah didefentifkan melalui SK Bupati Aceh Tengah. Dan 

pada tahun 2002 yang menjadi kepala kampung Bapak Alamsyah 

dengan Sekretaris Bija Sari Winni, selama 5 (lima) tahun Kampung 

Tingkem dalam masa persiapan dengan segala tantangan yaitu 

konflik RI dan GAM yang mengakibatkan terhambatnya sektor 

pembangunan dan merosotnya perekonomian masyarakat, seiring 

berjalannya waktu dan pesatnya penduduk Kampung Tingkem 

terus berbenah mengejar ketertinggalan. 

4.1.2 Kondisi Geografis Kampung Tingkem 

Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener 

Meriah, secara geografis Kampung Tingkem adalah landai dan 

berbukit-bukit dengan suhu udara rata-rata 16 
0
C pada malam hari 

dan 32 
0
C pada siang hari. Serta memiliki ketinggian dari 

permukaan laut sekitar 1250-1350 dpl dengan banyak curah hujan 

250 mm/tahun. 
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Adapun batas-batas wilayah Kampung Tingkem Kecamatan 

Bukit Kabupaten Bener Meriah yang terdiri sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 

Batas Wilayah Dengan Kampung Tingkem 

 

No Batas Wilayah Batas Dengan Kampung 

1 Sebelah Utara Bale Atu 

2 Sebelah Timur Batin Weh Pongas 

3 Sebelah Barat Kutetanyung 

4 Sebelah Selatan Bur Origon 
Sumber : Profil Penduduk  Kampung Tingkem, (2021) 

Kampung Tingkem kecamatan Bukit memiliki 

kepengurusan Desa yang terstruktur sehingga memudahkan 

masyarakat dalam membantu dan mengurus permasalahan atau 

perselisihan yang terjadi di Kampung Tingkem, adapun struktur 

organisasi Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener 

Meriah Provinsi Aceh priode 2017/2023 terdiri dari beberapa 

masyarakat, untuk lebih jelasnya di paparkan sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Kampung Tingkem Kecamatan Bukit 

Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh  

Periode 2017/2023 
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4.1.3 Kondisi Demografis Kampung Tingkem 

Jumlah penduduk Kampung Tingkem tahun 2021 dengan 

jumlah penduduk 1.156 jiwa yang terdiri dari 575 laki-laki dan 581 

perempuan, dimana jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari 

pada jumlah penduduk laki-laki. Untuk lebih jelasnya di paparkan 

dalam tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Jumlah Penduduk Masyarakat Kampung Tingkem  

Menurut Jenis Kelamin   

 

No Jenis Kelamin Jumlah  

1 Laki-laki 575 jiwa 

2 Perempuan 581 jiwa 

Jumlah penduduk 1.156 jiwa 
Sumber: Profil Penduduk  Kampung Tingkem ,(2021) 

Umumnya hampir 100% masyarakat di Kampung Tingkem 

memeluk agama Islam. Dalam pembinaan kehidupan beragama 

telah menunjukkan keberhasilan terutama dalam menumbuh 

kembangkan sarana tempat peribadatan, terutama untuk kaum 

muslim yang merupakan mayoritas. Sampai dengan saat ini tercatat 

sarana dan prasarana yang ada di wilayah Kampung Tingkem 

termasuk sarana peribadatan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Sarana dan Prasarana di Kampung Tingkem 

 

No  Sarana dan Prasarana Jumlah  

1 Masjid 1 

2 Musholla 2 

3 TPA 1 

4 Gedung serba guna 1 

5 Sekolah: 

1. SD/MI 

 

2 

6 Polindes  1 

7 Apotek 1 
Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes), 2021 

Kecamatan Bukit memilki 40 Kampung yang tersebar di 3 

kemukiman, masing-masing dari kampung tersebut memilki masjid 

dan lebih dari satu musholla sebagai sarana peribadatan di tambah 

dengan poliklinik untuk sarana kesehatan. Masyarakat Kecamatan 

Bukit mayoritas beragama Islam, namun kebanyakan 

masyarakatnya masih kurang paham tentang hukum-hukum Islam. 

Karena apa yang telah dilakukan masyarakat secara turun temurun 

sudah menjadi adat kebiasaan, seperti halnya sistem pelaksanaan 

akad mukhabarah yang dilakukan di Kecamatan Bukit karena 

faktor kebutuhan untuk mendapatkan tambahan pekerjaan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan.  
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Mayoritas Kecamatan Bukit bekerja sebagai petani, hal ini 

dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini: 

Table 4.5 

Pekerjaan Masyarakat Kampung Tingkem 

 

No  Pekerjaan presentase 

1 Petani 97% 

2 Pedagang/Wiraswasta 2% 

3 Pegawai 1% 
Sumber: Kantor Desa Kampung Tingkem, (2021) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya jenis 

pekerjaan yang banyak di geluti oleh masyarakat Kecamatan Bukit 

adalah petani dengan presentasi 95% dari jumlah total 1.156 jiwa. 

Dan jenis pekerjaan paling sedikit yang digeluti masyarakat di 

Kampung Tingkem adalah pegawai yang hanya 1%. Hal ini 

membuktikan bahwasanya mayoritas pekerjaan masyarakat di 

Kecamatan Bukit adalah petani. Dimana keseharian masyarakat 

tidak jauh dari persawahan maupun dari perkebunan, baik dari segi 

penggarapan penanaman dan hasil produksi dari hasil pertanian 

tersebut menjadi pendapatan masyarakat. Sehingga masyarakat 

menjadikan tanah persawahan sebagai sesuatu yang di garap dan 

sumber pendapatan yang dapat di peroleh.  

Dari wawancara yang peneliti lakukan di Kampung 

Tingkem jumlah petani yang melakukan kerjasama dengan 

menggunakan akad mukhabarah berjumlah 6 orang, dengan 

pemilik lahan yang berjumlah 3 orang serta pengelola lahan 

berjumlah 3 orang. 
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Karakteristik Informan 

Karakteristik informan berguna untuk menggambarkan 

keadaan atau kondisi narasumber yang dapat memberikan 

informasi untuk memahami hasil-hasil penelitian. Narasumber 

dalam penelitian ini yaiti pihak pemilik lahan, pengelola lahan, 

tokoh adat dan tokoh ulama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener 

Meriah. Adapun rincian narasumber dapat dilihat dalam tabel 

berikut:  

Tabel 4.7 

Karakteristik Informan 

 

No  Usia  Jenis Kelamin keterangan 

1 70 L Pemilik lahan 

2 67 P Pemilik lahan 

3 58 P Pemilik lahan 

4 55 L Pengelola lahan 

5 43 L Pengelola lahan 

6 40 P Pengelola lahan 

7 50 L Tokoh adat 

Kampung 

Tingkem 

8 59 L Tokoh Ulama 

(wakil ketua 

MPU Kabupaten 

Bener Meriah) 
Sumber: data di olah pada tanggal 10 Desember, (2020) 
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4.3 Alasan Masyarakat Melakukan Praktik Kerja Sama 

Dalam Akad Mukhabarah 

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain 

untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Begitu juga dengan 

bermuamalah seperti yang telah terjadi di Kampung Tingkem. Rasa 

tolong-menolong dan kepercayaan antar sesama yang sangat tinggi 

menjadi sebab terjadinya praktik perjanjian kerja sama bagi hasil 

pertanian sawah di Kampung Tingkem. Praktik kerja sama 

pertanian bukan merupakan hal yang aneh bagi masyarakat di 

Kampung Tingkem, karena mayoritas penduduknya adalah petani. 

Masyaraka sudah sejak dulu melakukan praktik kerjasama ini, 

karena sudah menjadi adat dan kebiasaan di Kampung Tingkem 

tersebut. 

Adapun alasan mengapa terjadi mekanisme kerjasama 

dalam akad mukhabarah adalah seperti yang dijelaskan 

sebelumnya, di katakana bahwa hal tersebut dianggap sesuai dan 

pantas untuk diterima oleh pengelola. Pemilik lahan beranggapan 

bahwa hal yang demikian itu adalah suatu bentuk keadilan atas 

jerih payah pengelola selama mengurus lahan miliknya. Hal inilah 

yang menjadi tolak ukur dimana pihak pemilik lahan tidak merasa 

keberatan dengan di berlakukannya konsep yang demikian 

(wawancara dengan Bapak Ripai salah seorang pengelola lahan 

Kampung Tingkem, 07 Desember 2021). 

 



45 

 

 

Sebagaimana yang kita pahami, pada dasarnya setiap 

kegiatan muamalah memilki hukum mubah (boleh) karena adanya 

kebebasan berekonomi sampai ada dalil yang mengharamkannya. 

Begitu pula dengan akad mukhabarah yang diajarkan dalam Islam, 

hukumnya adalah boleh apabila tidak mengandung unsur-unsur 

yang jelas-jelas di larang, seperti: 

a) Adanya campur tangan pemilik lahan dalam mengelola 

tanah persawahan yang telah di serahkan kepada 

pengelola. 

b) Tidak ditetapkannya jangka waktu dalam perjanjian. 

c) Terdapat kecurangan yang dilakukan salah satu pihak 

sehingga menyebabkan akad menjadi rusak.   

Praktik perjanjian kerja sama bagi hasil ini di adakan karena 

masih melekatnya prinsip di kalangan masyarakat bahwa 

lahan/tanah mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong-

menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara 

pengelola dan pemilik lahan. Manfaat dari dilakukannya perjanjian 

tersebut salah satunya yaitu membantu masyarakat yang kurang 

mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dalam praktik 

kerja sama pertanian ini, ada yang bertindak sebagai pemilik 

lahan/sawah dan ada yang bertindak sebagai petani pengelola 

lahan.  
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4.3.1 Pemilik Lahan Pertanian 

Pada wawancara yang dilakukan penulis, informan (pemilik 

lahan) mengemukan alasan mengapa mereka melakukan praktek 

kerja sama pertanian, yaitu: 

1. Bapak Abdul Gani, bahwa beliau melakukan praktik kerja 

sama pertanian sawah ini karena keinginan memberikan 

kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah 

garapan untuk bisa bekerja. Selain itu bapak Abdul Ghani 

juga sudah tua, jadi sudah tidak memungkinkan lagi untuk 

turun ke sawah. 

2. Ibu Sulfan, pertama Ibu Sulfan seorang perempuan yang 

sudah berumur dan sudah sendiri setelah di tinggalkan oleh 

almarhum suaminya, dan sudah tidak memungkinkan untuk 

menggarap langsung kesawah untuk mengerjakan sawah 

yang di miliki. Jadi dia mencari seseorang yang mau 

bekerja sama untuk menggarap lahan miliknya. 

3. Ibu Arini, alasannya hampir sama dengan alasan pertama 

ibu Sulfan. bahwa dia adalah seorang yang tidak mampu 

mengolah lahannya karena tidak adanya keahlian yang di 

miliki jadi dia memutuskan untuk memperkerjakan 

seseorang yang mampu dan memilki keahlian dalam 

mengelola lahan yakni lahan sawah. Ini juga sebagai wujud 

bantuannya kepada penggarap yang ingin di pilih ini karena 

penggarap tersebut tidak cukup untuk memunuhi 

kebutuhannya. 
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4.3.2 Pengelola Lahan Pertanian 

Selain kepada pemilik sawah, penulis juga melakukan 

wawancara kepada petani penggarap dan mereka juga 

mengemukakan alasannya mengapa melakukan praktik kerja sama 

pertanian, yaitu: 

1. Bapak Suardi dan Ibu jamilah , alasannya adalah beliau 

mengerjakan sawah orang lain karena lahan yang bapak 

Suardi miliki sendiri tidak luas, beliau merasa belum cukup 

dengan penghasilan yang di dapatkan, karena memiliki 

tanggungan dengan menafkahi keluarganya dengan anak-

anakya yang masih bersekolah. Kebetulan juga ada yang 

menawarkan untuk di kerjakan sawahnya jadi dia terima 

saja. Dari sinilah bapak Suardi mendapatkan penghasilan 

tambahan untuk menaggung semua taggungannya dengan di 

bantu oleh istrinya. 

2. Bapak Ripai, melakukan kerja sama sebab tidak memilki 

lahan miliknya sendiri sehingga dia mengerjakan lahan 

milik orang lain untuk memnuhi kebutuhannya bersama 

dengan keluarganya. 

3. Istri dari bapak Saiful, mengatakan bahwa tidak memilki 

perkejaan yang lain bila saja memilki pekerjaan namun 

tidak bisa mencukupi kebutuhannya sementara mereka 

memilki tanggungan yaitu  anak-anak yang harus mereka 

nafkahi. Kebetulan ada yang menawari untuk bekerja sama 

jadi dia langsung menerima saja. 
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4.4 Mekanisme  Penerapan Pengolahan Lahan Pertanian 

dalam Bidang Persawahan di Kampung Tingkem 

Kecamatan Bukit  

Praktik kerja sama yang terjadi di Kecamatan Bukit masih 

banyak dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan maupun atas inisiatif 

dari kalangan masyarakat sendiri, hal ini dapat dilihat dari beberapa 

tipe mekanisme pelaksanaa yang dilakukan dalam kegiatannya. 

Perkembangan dari kegiatan ini sendiri dapat dilihat dari semakin 

banyaknya dibuka lahan pertanian yang sebelumnya merupakan 

lahan kosong. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan kerja sama 

dalam pengelolaan lahan pertanian masih banyak di minati oleh 

masyarakat setempat dan menjadi aktivitas muamalah yang dapat 

berlangsung lama hingga turun-temurun (wawancara dengan Tgk. 

Abdurahman S.Sy selaku wakil ketua MPU Kabupaten Bener 

Meriah,  06 desember 2021). 

Praktik kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian yang 

dilakukan masyarakat Kampung Tingkem ini sendiri di awali 

dengan pembuatan akad, dimana kedua belah pihak telah 

melakukan pertemuan untuk membahas mengenai kegiatan kerja 

sama yang akan mereka lakukan. Dalam masyarakat gayo sendiri 

melakukan akad kerja sama ada yang dilakukan secara lisan atas 

dasar tolong-menolong namun ada juga yang di lakukan secara 

tertulis untuk menghindari kesalahan pahaman di akhir perjanjian. 

(hasil wawancara dengan Idham Watan, Reje Kampung Tingkem  7 

desember 2021).  
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Masyarakat yang memilih menggunakan akad secara lisan 

ini telah dilandasi dengan adanya rasa saling percaya di antara para 

pihak yang bersangkutan, dan akan dilakukan dengan kehadiran 

beberapa orang sebagai saksi. 

Alasan lain sehingga beberapa pihak lebih memilih akad 

lisan adalah karena pihak pengelola biasanya masih berasal dari 

kalangan kerabat, sehingga pembuatan akta atau autentik di anggap 

tidak terlalu perlu, hal ini jugalah yang membuat beberapa 

kalangan yang melakukan kerja sama baik dalam penerapan akad 

mukhabarah maupun kegiatan lainnya cenderung tidak menetapkan 

jangka waktu. 

Sedangkan beberapa pihak yang membuat perjanjian kerja 

sama pengelolaan lahan pertanian berlandaskan akad tertulis yang 

di beri matrai dan di tanda tangani oleh para pihak yang 

bersangkutan. Masyarakat setempat percaya bahwa perjanjian yang 

di buat dengan menggunakan tanda tangan ini di anggap cukup dan 

mampu menjadi bukti yang kuat apabila terjadi permasalahan di 

kemudian hari. 

4.4.1 Rukun dan Syarat Kerja Sama Pengelolaan Lahan 

Pertanian Pada Petani Kampung Tingkem Kecamatan 

Bukit 

Praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian di dalam 

masyarakat gayo, khususnya di kalangan masyarakat Kampung 

Tingkem memiliki rukun sebagai berikut: 
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a. Tersedianya lahan oleh pemilik tanah 

b. Para pihak (pemilik lahan dan pengelola lahan) 

c. Adanya ijab Kabul 

Adapun syarat yang harus di penuhi oleh pengelola lahan 

yang hendak mengelola lahan milik orang lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Berakal, apabila pengelola tersebut harus mampu untuk 

mengelola suatu lahan dan juga dapat mengerti apa yang 

harus dilakukannya. Dalam masyarakat, baligh nerupakan 

unsur yang penting, namun apabila penggarap tersebut 

dinilai mampu, maka usia tidak menjadi patokan utama 

untuk diperbolehkan melakukan kerja sama. 

2. Jujur, kriteria yang harus dimilki. Hal ini diperlukan 

untuk menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak 

yang melakukan kerja sama. 

3. Rajin, syarat ini di haruskan kepada setiap pengelola yang 

hendak mengelola lahan milik orang lain. Apabila dalam 

kesepakatan awal dinyatakan bahwa lahan yang dikelola 

harus bersih, namun pada saat berlangsungnya kerja sama 

ternyata pengelola tidak membersihkan lahan tersebut, 

maka pemilik lahan berhak menegur pengelola. Apabila 

pengelola tetap tidak melakukannya, maka hal ini dapat 

menjadi pemicu berakhirnya kerja sama (wawancara 

dengan Bapak Tirmika selaku tokoh adat/dusun di 

kampung tingkem,  07 Desember 2021).  
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4. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas-

batasnya dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. 

5. Benih yang akan di tanam harus jelas dan menghasilkan. 

6. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan yang sudah 

dilaksanakan dari sebelumnya. 

4.4.2 Mekanisme Pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Lahan 

Pertanian pada Petani Kampung Tingkem Kecamatan 

Bukit 

Dalam proses kerja sama yang dilakukan masyarakat, 

dimulai dengan pemilik lahan menyerahkan lahan kepada 

pengelola. Pengelola sendiri selanjutnya diharuskan untuk 

menyediakan bibit/benih yang akan di tanami di atas lahan. 

Pekerjaan pengelola juga mencakup dalam menyediakan pupuk, 

membersihkan lahan dari hama, sampai mengurusi seluruh tanaman 

hingga siap panen.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, terdapat 

perbedaan dalam metode kerja sama di antara praktik yang berlaku 

di beberapa kalangan masyarakat dengan konsep kerja sama 

berdasarkan sistem adat, berikut adalah penjelasannya. 

Dalam praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian yang 

dilakukan oleh masyarakat, diawali dengan pihak pemilik 

menyerahkan lahan kepada pengelola. Di mana dalam hal ini 

pengelola akan menyediakan tanah dan mengurus segala kebutuhan 

pengelolaan lahan, dengan jangka waktu yang di sepakati (jika ada 

biasanya lima tahun). Dalam masa lima tahun tersebut, hasil dari 
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keuntungan akan di bagi tiga di antara pemilik lahan dan pengelola 

lahan dengan persentase sesuai kesepakatan. Setelah lepas lima 

tahun, maka lahan akan dikembalikan kepada pemilik lahan atau 

boleh melakukan perpanjangan kontrak sesuai dengan kesepakatan 

kedua belah pihak. Namun, dalam beberapa praktik ada di antara 

masyarakat yang berakhir dengan menyerahkan sebagian lahannya 

kepada pengelola sebagai kompensasi (wawancara dengan Tgk. 

Abdurahman S.Sy selaku wakil ketua MPU Kabupaten Bener 

Meriah, 06 Desember 2021). 

Sedangkan pada praktik pengelolaan pertanian berdasarkan 

konsep adat, juga di awali dengan pemilik lahan yang menyerahkan 

tanahnya kepada pengelola untuk di tanam dalam jangka waktu 

yang biasanya disepakati selama lima tahun. Dalam hal ini, pemilik 

lahan tidak lagi ikut campur sampai masa panen (biasanya tujuh 

bulan) setiap masa panen. Setelah jangka waktu  tujuh bulan, 

dimana hasil pertanian telah siap di panen, maka pemilik lahan dan 

pengelola lahan akan membuat kesepakatan baru. Yaitu petani 

boleh menanami lahan itu kembali dengan tanaman lain selain 

tanaman yang sudah disepakati sebelumnya, yang tidak lagi 

melakukan bagi hasil seperti yang dilakukan karena adanya 

kesepakatan baru yang di buat setelah masa panen selesai.  

Selanjutnya tanaman yang baru selesai masa panen setelah itu akan 

kembali lagi dengan awal perjanjian yang sebelumnya sudah di 

sepakati oleh kedua belah pihak (wawancara dengan bapak Suardi 
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selaku pengelola lahan Kampung Tingkem, tanggal 07 Desember 

2021). 

4.4.3 Konsekuensi dan Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama 

Pengelolaan Lahan Pertanian Pada Petani Kampung 

Tingkem 

Pada praktik kerja sama akad mukhabarah yang berlaku di 

kalangan masyarakat gayo, apabila waktu yang di sepakati untuk 

melakukan kerja sama, kemudian pihak pemilik lahan meminta 

kembali lahannya, maka ada beberapa konsekuensi yang harus di 

tanggung oleh pemilik lahan tersebut: 

1. Apabila pemilik menarik lahan saat tanaman masih dalam 

pertumbuhan tujuh bulan dari jangka waktu satu tahun 

yang diperkirakan sebagai masa panen, maka pemilik 

lahan harus membayar kompensasi sejumlah dana yang 

telah dikeluarkan pengelola selama waktu tujuh bulan 

tersebut. 

2. Namun, apabila pemilik lahan meminta lahannya kembali 

setelah lewat masa pertama kali masa panen, misalnya 

dua tahun dari 5 tahun masa perjanjian, maka pemilik 

lahan harus membayar sejumlah dana sebanyak prediksi 

jumlah hasil panen selama lima tahun ke depan dilihat 

dari hasil pertama kali panen.   

3. Konsekuensi yang di terima pemilik lahan apabila berniat 

mengambil lahannya kembali tapi tidak membayarnya, 
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maka lahan yang digarap tersebut akan di pegang oleh 

pengelola sampai pemilik lahan mampu menembusnya. 

Hal lainnya yang dapat menjadi alasan berakhirnya akad 

kerja sama ini di kalangan masyarakat Kampung Tingkem 

Kecamatan Bukit antara lain: 

a) Berakhirnya masa kontrak 

b) Meninggalnya salah satu pihak 

c) Pihak pengelola tidak menepati janji, dalam hal ini tidak 

mengurus lahan dengan benar 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di lihat bahwasanya 

dalam pelaksanaa sistem kerja sama pengelolaan lahan pertanian di 

antara masyarakat baik berdasarkan konsep adat atau memiliki 

proses dan sistematika yang berbeda, namun pada dasarnya 

memilki satu pola dasar yang sama, yaitu apabila para pihak telah 

sepakat, maka akad dapat terjadi. 

4.5 Tinjauan Ekonomi Islam dari Segi Bentuk Kerja Sama 

pada Bidang Persawahan 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagian besar dari masyarakat 

Kampung Tingkem berprofesi sebagai petani dengan mengadakan 

perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, dimana ada pemilik 

lahan dan ada pengelola lahan/penggarap.  

Pemahaman mengenai sistem kerja sama yang berlaku di 

Kampung Tingkem ini pada umumnya berlaku berdasarkan adat 

setempat atau atas inisiatif dari masyarakat sendiri, yang artinya 
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tidak sepenuhnya mengacu pada konsep Islam. hal ini dianggap 

agar tidak sulit untuk di lakukan dan mudah disesuaikan dengan 

keingnginan dari para pihak (wawancara dengan bapak tirmika, 

Dusun Kampung Tingkem,  07 Desember 2021). 

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa 

pengetahuan masyarakat terhadap akad mukhabarah dalam konsep 

Islam sendiri masih sangat minim. Di kalangan masyarakat 

Kampung Tingkem, istilah mukhabarah masih jarang terdengar. 

Hal ini di karenakan masyarakat lebih mengenal istilah dalam 

sehari-hari, sehingga membutuhkan penjelasan lebih agar 

masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa akad mukhabarah 

ini hampir sama mekanismenya dengan metode kerja sama yang 

mereka lakukan namun dengan penyebutan yang berbeda 

(wawancara dengan bapak Abdul Ghani salah seorang pemilik 

lahan Kampung Tingkem,  07 Desember 2021). 

Kerja sama yang dilakukan masyarakat Kampung Tingkem 

ini menggunakan akad mukhabarah yaitu para pihak saling bekerja 

sama setelah disepakatinya akad. pihak pengelola sendiri 

selanjutnya akan memilki kuasa atas lahan yang di percayakan 

kepadanya untuk segera di garap, dengan ketentuan-ketentuan yang 

telah disepakati di awal akad. Hal inilah yang mendasari akad kerja 

sama di dalam masyarakat terlihat tidak terlalu berbeda dengan 

konsep mukhabarah di dalam Islam. 

Manusia sebagai makhluk sosial perlu menggalang kerja 

sama dengan sesama untuk mewujudkan tujuan bersama, memaang 
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ada pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan seseorang tanpa 

bantuan orang lain, namun pekerjaan yang di wujudkan melalui 

kerja sama dengan cara tolong-melong antara sesama lebih banyak 

sebagaimana pemilik sawah di Kampung Tingkem yang tidak 

mampu atau tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menggarap 

sawahnya sendiri sehingga dirasa perlu untuk mengadakan 

kerjasama bagi hasil atas pertanian ini. Islam memang mengajarkan 

kepada umatnya untuk saling membantu dan meringankan beban 

orang lain. Seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-

Maidah (5):2   

                           

                

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan langgaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah [5]:2). 

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah ayat ini 

merupakan bukti nyata betapa Al-Qur’an menekankan keadilan. 

Walaupun umat Islam membenci musuh hingga mencapai puncak 

kebenciannya lantaran musuh itu menghalang-halangi pelaksanaan 

tuntunan agama, tapi musuh itu masih harus di perlakukan secara 

adil, apa lagi musuh yang di benci belum sampai ke puncak 
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kebencian dan oleh sebab lain yang lebih ringan ( Tafsir Al-

Misbah, 2013). 

Kerjasama dalam bidang pertanian sawah yang terjadi di 

Kampung Tingkem ini mengandung kemaslahatan karena dengan 

perjanjian kerjasama ini maka dapat menumbuhkan rasa 

kekeluargaan untuk saling membantu dan juga memperkuat tali 

persaudaraan baik untuk pemilik tanah maupun petani penggarap. 

Semua pelaksanaan pembagian persentase hasil panen jelas 

dilakukan berdasarkan kepada kesepakatan tanpa adanya tekanan 

atau paksaan dan relavan dengan akal sehat, karena masyarakat di 

Kampung Tingkem dalam melakukan akad mukhabarah adalah 

mereka yang sudah berkeluarga dan perbuatan tersebut sudah 

menjadi tradisi sendiri. 

Praktik perjanjian kerja sama pertanian sawah di Kampung 

Tingkem dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai dengan syariat. 

Dilihat dari  terpenuhinya rukun dan syaratnya, namun dalam 

transaksi kerjasama yang dilkakukan masih ada terjadi 

pengambilan alih lahan ditengah-tengah pelaksanaan kerja sama 

sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kerugian di sebelah pihak 

dan hal ini pastinya bertentangan dengan ekonomi Islam yang 

seharusnya dilakukan sesuai dengan bagaimana kesepakatan diawal 

perjanjian antara kedua belah pihak tanpa adanya konflik yang 

terjadi saat lahan telah dikelola oleh penggarap 

Dalam konsep akad Mukhabarah yang di ajarkan Islam, 

juga tidak di perbolehkan bagi pemilik lahan untuk menarik 
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lahannya dengan sesuka hati, yang artinya akad akan baru berakhir 

ketika jangka waktu yang disepakati memang telah abis. namun 

apabila pemilik dengan keadaan terdesak, misalnya karena sedang 

dalam kondisi terlilit hutang. maka pemilik boleh menggadaikan 

atau menjual lahannya, dan harus membayar kompensasi kepada 

pengelola.   

Praktik perjanjian kerja sama pertanian sawah di Kampung 

Tingkem dapat dikatakan sesuai dengan syariat. Dilihat dari sudah 

terpenuhnya rukun dan syaratnya, kesesuain ini tidak di dasarkan 

pada hal-hal yang dilarang oleh syari’at Islam (wawancara dengan 

Tgk. Abdurahman S.Sy selaku wakil ketua MPU Kabupaten Bener 

Meriah, 06 Desember 2021). 

4.6 Tinjauan Ekonomi Islam dari Segi Bagi Hasil pada Bidang 

Persawahan 

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur semua 

aspek kehidupan manusia baik itu hukum-hukum peribadatan 

maupun muamalah yang menjadi penunutun umat manusia 

menjelankan kehidupan bersosial dan bermasyarakat yang saling 

melibatkan dalam kehidupan sehari-hari, saling membutuhkan, dan 

saling memberi manfaat antar sesama. 

Hukum Islam sangat jelas memberikan tuntutan, disamping 

juga memberi pengetahuan mengenai larangan sehingga semua 

perilaku sosial umatnya dapat di telusuri apakah sesuai dengan 

syariah atau tidak.  
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Praktik pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di 

Kampung Tingkem ini dengan sistem akad mukhabarah dari hasil 

wawancara yang diperoleh tidak bertentangan dengan hukum 

Islam, hal ini dapat ditelusuri dengan melihat bahwa di awal proses 

kerja sama terjadi kesepakatan antara pemilik lahan dan untuk 

menyerahkan lahannya dikelola oleh petani pengelola pun tidak di 

lakukan di atas kertas dan hanya merupakan kesepakatan lisan. Ini 

berarti bahwa syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak 

di awal akad sebagai salah satu syarat mukhabarah telah dipenuhi 

petani di Kampung Tingkem tersebut. 

Aspek keadilan dalam kerjasamanya pun telah terpenuhi 

dalam pola hubungan petani di Kampung Tingkem ini sejak awal 

kerjasama. Keadilan merupakan sesuatu yang bernilai tinggi, baik, 

dan mulia. Apabila keadilan di wujudkan dalam kehidupan pribadi, 

keluarga, serta masyarakat sudah tentu ketinggian, kebaikkan, dan 

kemuliaan akan di raih keterbukaan antara pemilik lahan dan 

pengelola lahan telah terjalin. Islam sangat menekankan sikap adil 

dalam segala aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan kepada 

umat manusia supaya berprilaku adil baik kepada Allah SWT, baik 

untuk dirinya sendiri mamupun orang lain. Perintah adil di jelaskan 

dalam QS. Al-Maidah [5]:8) 
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Artinya: “dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 

karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada 

Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. (QS. Al-Maidah(5):8) 

Ayat ini memerintahkan kepada umat Islam agar mereka 

selalu berlaku adil kepada siapapun dan dimanapun mereka berada, 

sebab siapapun berhak mendapatkan keadilan, baik muslim 

maupun non muslim. Karena itu, ayat ini melarang umat Islam 

memiliki dendam dan mengumbar kebencian kepada orang lain. 

Sifat benci dan dendam akan menghalangi seseorang untuk berbuat 

adil (Tafsir ibnu katsir, 2015). 

Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar 

dapat melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, 

jujur, dan ikhlas. Baik pekerjaan yang bertalian dengan agama 

maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan 

duniawi. Karena hanya dengan demikian, mereka bisa sukses dan 

memperoleh hasil atau balasan yang mereka inginkan dan 

harpakan. Keadilan dibutuhkan dalam segala hal, untuk mencapai 

dan memperoleh ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan 

dunia dan akhirat. Oleh karena itu berlaku adil adalah hal yang 

terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah. 
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Sistem bagi hasil seperti ini terjalin hubungan yang sangat, 

tidak ada unsur keterpaksaan di antara mereka, keduanya menjalani 

hubungan kerja dengan hati yang tenang dan rela sehingga 

kerjasama bagi hasil seperti ini telah mendarah daging dan menjadi 

adat kebiasaan.  

Kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam 

masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syari’at 

Islam, merupakan sesuatu yang baik pula disisi Allah. oleh karena 

itu kebiasaan semacam ini, sah-sah saja untuk tetap di jalankan atau 

di pertahankan sebab dari masa ke masa dari  zaman ke zaman 

kerjasama seperti ini masih tetap dilaksanakan khususnya di 

Kampung Tingkem. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian diatas yang telah peneliti paparkan 

mengenai Analisis Penerapan Akad Mukhabarah pada Petani 

Kampung Tingkem Kecamatan bukit Kabupaten Bener Meriah, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Sistem bagi hasil yang terjadi di Kampung Tingkem 

Kecamatan Bukit ini memiliki bentuk yang beragam. 

Namun yang perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi 

hasil yang sangat tergantung dari kesepakatan, itulah 

bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua 

belah pihak. Dan pada dasarnya sistem yang mereka pakai 

sesuai dengan syari’at Islam, yaitu sistem mukhabarah. 

Dimana pemilik lahan memberikan tanahnya kepada 

pengelola untuk digarap dan bibit berasal dari  pengelola 

lahan. Serta pembagian hasil akan dibagi sesuai yang 

disepakati bersama antara pemilik lahan dan pengelola 

lahan. 

2. Penerapan akad mukhabarah di Kampung Tingkem pada 

dasarnya telah dijalankan sesuai dengan pandangan 

ekonomi Islam, namun belum sepenuhnya diterapkan 

masyarakat, hal ini disebabkan masih adanya pengambilan 

alih lahan secara sepihak oleh pemilik lahan yang 

berpotensi merugikan sebelah pihak. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan uraian diatas yang telah peneliti jabarkan 

mengenai Analisis Penerapan Akad Mukhabarah pada Petani 

Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, 

maka peneliti bisa memberikan saran untuk bahan pertimbangan 

sebegai berikut: 

1. Adanya kebijakan baru dari para tokoh ulama Kabupaten 

Bener Meriah untuk memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat tentang bagaimana kerjasama bagi hasil dengan 

penerapan akad mukhabarah yang seharusnya diterapkan, 

sehingga masyarakat mampu memahami dan melaksanakan 

praktik akad mukhabarah sesuai dengan ketentuan-

ketentuan Islam. 

2. Adanya penelitian lanjutan oleh akademisi yang ada di 

Kabupaten Bener Meriah tentang pelaksanaan akad 

mukhabarah maupun akad kejasama lainnya untuk 

memberikan pemahaman mengenai akad mukhabarah 

karena minimnya pengetahuan masyakat mengenai akad 

tersebut, sehingga pelaksanaan ini nantinya dapat menjadi 

suatu metode yang efesien yang dapat di terapkan dan 

sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh. 
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